BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAU TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor :
8/PMK.01/2020 tentang Tata cara penyaluran Dana Alokasi
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi DAU
tambahan pada Kelurahan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Yapen ;

|
|
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

| Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4857);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Materiil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157) ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 8/ PMK.01/2020 tentang Tata cara penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
46);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor
03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun 2019 Nomor 03) ;

13. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Yapen Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun 2019 Nomor 24) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAU
TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan bantuan pendanaan kelurahan
yang dialokasikan dalam APBD adalah sebesar Rp. 2.909.095.000,- (dua
milyar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian :

a. DAU Tambahan sebesar Rp. 1.909.095.000,- (satu milyar Sembilan
ratus Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
b. Alokasi dari APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

(2) Pembagian DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilakukan
secara merata kepada setiap kelurahan dengan rincian sebagaimana
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini ;

Pasal 2
Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 1
diberikan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;

Pasal 3
Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Alokasi Umum
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, harus berpedoman pada
kententuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;

3. Para Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
masing-masing di Serui ;



Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Yapen
Nomor 10 Tahun 2020
Tanggal 13 Mei 2020

ALOKASI DAU TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020

KELURAHAN DAU T(ARI;?AHAN ALOK(ARS:)APBD JU(:pL)AH
1. SERUI KOTA 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,-
2. | SERUI JAYA 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,-
i ANOTAUREI 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,-
4. | TARAU 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,-
5. | ANSUS 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,-
JUMLAH 1.909.095.000,- 1.000.000.000,- 2.909.095.000,-
/3 P AN\
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BUPATI KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana
Kampung untuk setiap Kampung;

b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran,
pengalckasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman
penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan
Dana Kampung dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Kampung,telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan
Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 03 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di
Kabupaten Kepulauan Yapen;

Jalan Irian Nomor 1 Eerui Kede Pos 98211 Papua
Telepon {0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983 32712



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang- Undang DNomor 12 Tahun 169 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten- Kabupaten Otonem di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

Undang - Undang Nomeor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), scbagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 35 Taliun
2008 ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomcr 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara {Lemubaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republikk Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220.};

Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa;

(Rerita Necara Renaihbile Tindonmecia Moahiwa OO0 Nasnase




Menetapkan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377)

10. Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kepulauam
Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
Tahun 2019 Nomor 03)

12. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116
Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan
Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam
lingkup  Pemerintahi  Kabupaten  Yapen W aropen
(Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun
2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG FADA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus wurusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.




3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang
dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara
Pomerintahan Xempengy

4. Jumlah Kampung adalash juinlah Kampung yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang
selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Kampung.

6. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Kampung  yang menampung seluruh penerimaan
Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank
yang ditetapkan;

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SILPA  adalah selisih lebili realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran sclama satu periode anggaran

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daerah provinsi Papua,dan inspektorat
daerah kabupaten Kepulauan Yapen

9. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah skala
penyebaran Penyzakit Corora Virus Disease (Covid-19) yang
terjadi secara global di seluruh dunia

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat BLT-
Dana Desa adalah Pemberian Uang Tunai kepada Keluarga
Miskin atau Tidak mampu di kampung yang bersumber
dari dana kampung untuk mengurangi dampak ekonomi
akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BADB 11
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara
merata dan berkeadilan pada 160G Kampung berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.



Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten/kota dibagi jumlah kampung sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalamn Rangka

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung
Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi alirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitunig berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Kampung.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus :

AA Kampung = (0,015 x DK) / {2*KST) + (1*DT)}
Keterangan :

AA Kampung = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

DK = Pagu Dana Nasional
KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
KT = Jumlah kampung tertinggal yang memniliki
Jjumlah penduduk miskin tinggi
Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf ¢, dibagi kepada kampung-kampung dengan
kinerja terbaik dalam pengeloiaan keuangan kampung,
pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (output)
Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome)
pembangunan kampung.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan

bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobct 20%;

b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran {outputj Dana Kampung dengan bobot
25%; dan

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan kampung dengan
bobot 35%.




Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6
huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK (Pendapatan Asli
Kampung) terhadap total pendapatan APBK dan rasio
belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap
bidang APBK.

(2) Pengeloaan dana kampung sebagaiman pada pasal 6
huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang
pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana
kampung terhadap total dana kampung dan persentase
perigadaan barang jasa dana kamipung secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (cuipuf) Dana Kampung sebagaimana
pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi
anggaran dana kampung dan persentase capaian output
dana kampung.

(4) Capaian  hasil  (cutcome) pembangunan kampung
sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan
skor IDM, perubahan status kampung, status kampung
terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dikitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Kampung.

(2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dihitung berdasarkan rumus :

AK Kampung = (0,015 x DD)/ (0,1 x jumlah kampung)

Keterangan
AK Kampung = Alokasi Kinerja Setiap Kampung
DK = Pagu Dana Kampung Nasional

Jumlah Kampung = Jumlah Kampung Nasional

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik.

Pasal 10

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pengalokasian Dana Kampung.




(2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 dihitung berdasarkan rumus
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} *
AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi IFcrmula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung
terhadap total penduduk Kampung
kabupaten

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Kampung terhadap total penduduk miskin
Kampung kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap
total luas wilayah Kampung kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG

Kampuing kabupaten
Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 11

AF Kab/Kota

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk 160 Kampung di
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 11
TATA CARA PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

(1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung
Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Kampung ke RKK.

(3) Pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke
RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat Lkuasa pemindahbukuan Dana
Kampung dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%

(empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat
puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua




(5) Penyaluran Dana Kampung secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri

= Z + o 1 .
dilakukan dalane 2 [dua) tahap, dengan keteniuan.

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam
puluh persen); dan

b. tahap il paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat
puluh persen).

(6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan status Kampung hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditctapkan cleh Kemernterian
Desa, Pemmbangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
dalam Indeks Desa.

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada
Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setclah Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima
dokumen persyardatan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuan :

a. Tahap I berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian

dan penetapan rincian Dana Kampung setiap
Kampung atau Keputusan bupati mengenai
penctapan rincian Dana  Kampung  setiap

Kamipung;, dan;
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana
{ampung.
b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. Tahap III berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Kampung sectiap Kampung
dan peraturan bupati mengenai perubanan tata cara
setiap Kampung;

2. Peraturan Kampung mengenai APBK;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima
puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Kampung tahun anggaran scbelumnya.



(2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada

(3)

(4)

(5)

Pasal 12 ayat (5), dilaksanakan setelah Kepala KPPN
seiaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati,
dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa :

1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penctapan rincian Dana Kampung setiap Kampung
atau Keputusan  bupati mengenai  penetapan
rincian Dana Xampung setiap Kampung; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penctapan rincian Dana Desa setiap Desa dan
peraturan bupati mengenai perubahan tata cara
pembagian dan penctapan rincian Dana Kampung
sétiap Kampung;

2. peraturan Kampung mengenai APBK;

3. laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana
Kampung tahun sebelumnya); dan

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Kampung tahap [ menunjukkan realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
kampung tahun anggaran sebelumnya

Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2 dan ayat
(2) huruf a angka 2 untuk  seluruh Kampung, dan
wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap |1
pertama kali

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ angka 3 dan 4, serta ayat (2) angka 3 dan 4
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimansa dimalisud pada ayat (1) huruf c
dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian
output.



(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil
bupati atau pejabat yang ditunjuk

(7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) atas Kampung yang layak salur melalui
aplikasi yang disediakan oc¢leh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

(8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)

(9) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat J enderal Perbendaharaan

(10)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan
oleh kementerian/lerabaga terkait.

(11)Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) .

(12)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (11), bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Kampung setiap minggu.

(13)Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
Kampung dapat menyampaikan perubahan tabel referensi
kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(14)Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Dalam hal kampung belum salur tahap | sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) Dana Kampung
disalurkan dengan ketentuan :

a. Penyaluran Dana Kampung tahap [ dilakukan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1.Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas
persern)



2.Penyaluran Kedua sehesar 15% (lima belas
persen)

3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas
persen)
2.Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas
persen)

4.Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)

¢. Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dengan rentang
waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua)
minggu; dan

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 12 ayat (4) huruf ¢ dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung mandiri belum
salur Dana Kampung tahap [ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5) ,Dana Kampung disalurkan
denigan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :

a. penyaluran Dana Kempung tehap [ dilakukan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sehesar 20% (dua puluh
persen);

2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen);dan
3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);

b. penyaluran Dana Kampung scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar
penyaluran paling cepat 2 {dua) minggu; dan

c. penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah
salur Dana Kampung tahap 1[I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Kampung tahap
II dilaksanakan sesuai keteiituan dalarn Pasal 13 ayat (2)
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurufb



Pasal 16
(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1), kepala kampung menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran  kepada  bupati, dengan
ketentuan :
a. tahap I tanpa dokuraen persyaratan;
b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
c. tahap III berupa:
1. peraturan kampung mengenai APBK;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
schelumnya,;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung sampai dengan  tahap
[ menunjukkan realisasi pényerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar  50% (lima puluh persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Kampung tahun anggaran sebelumnya

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2),kepala kampung menyampaikan dokumen
persyaratan  penyaluran kepada bupati, deéngan
ketentuan:

a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
b. tahap II berupa:
1. peraturan Kampung mengenai APBK;

2. lapcran realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahun anggaran
sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Kampung tahap I
menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 50% (lirna puluh persen); dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf
b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-
rata persentase capaian keluaran dari  seluruh
kegiatan setiap kampung.




(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan,sifat kegiatan, uraiah keluarafi,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian deckumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dani ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen
persyaratan  penyaluran atas kampung yang layak
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala
kampung menyampaikan perubahan tabel referensi

kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
Pasal 17

(1) Dalam hal Kampuug belum salur Dana Kampung
tahapl sebagaimana dimeksud dalam Pasal 12

ayat  (4); Dana Kampung  disalurkan dengan
ketentuan:

a. penyaluran Dana Kampung tahap I
dilakukan cdalam 3 (tiga) kali dengan
besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh
persenj;
b. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas
persen):
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas
persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh
persen);
c. penyaluran Dana Kampung  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan

rentang waktu antar  penyaluran  paling
cepat 2 (dua) minggu; dan
d. tahap IlI dilaksanakan sesuai ketentuan

dalarn Pasal 12 ayat {4) huruf ¢ dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung
tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat




a. Penyaluran Dana Kampung tahap 1 dilakukan
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 15% (iina belas
persen);

2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen);
dan

3. penyaluran ketiga 10% ( sepuluh persen};

b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu
antar penyaluran paling cepat 2 {dua) minggu;
dan

c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 12 ayat (4) huruf ¢ dan memenuhi
persyaratan peityaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
hurufl b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati
kepada KPPN.

Pasal 18

(1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung mandiri
belum salur Dana Kampung tahap 1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5),Dana Kampung
disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2),dengan tambahan ketentuan:
a. penyaluran Dana  Kampung tahap I dilakukan

dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh
persen);

2. penyaluran kedua 20% {dua puluh persen);dan

3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);

b. penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang
waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua)
mingeu; dan

¢. penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

d. Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri
telah salur Dana Kampung tahap 1 sebagaimana
dimaksud dalarmn Pasal 12 ayat (5),penyaluran
Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 19

(1) Dana Kampung  diprioritaskan untuk  membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahtcraan masyarakat
kampung, peningkatan Kkualitas hidup manusia Sserta
penangoulangan kemiskinan dan dituanckan dalam




(2) Prioritas penggunaan dimaksud pada ayat 1 termasuk
kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi
atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
antara lain berupa:

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); dan/atau

b. jaring pengaman sosial di Kampung;

() Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berupa
BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Kampung sebagai keluarga penerima
manfaat

{4) Dana Kampung diprioritaskan untuk BLT Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah  Kampung wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat ().

(6) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Kampung bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Seinbako, dan Kartu Pra Kerja

(7) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial

(8) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar :

a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan
pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga
penerima manfaat;

b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan
keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga
penerima manfaat.

(9) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat
bulan April 2020

10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung
dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana
Kampung.




(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung
diutamakan dilakukan secara swakelcla dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Kampung sctempat.

Pasal 21

(1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan
Dana Kampung.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Kampung.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Daerabh.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 22

(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama
dengan Kementerian Dalam Negeri, dan  Kementerian
Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi melakukan pemantauan atas
pengalckasian, penyaluran, dan penggunaan Dana
Kampung secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung
setiap Kampung;

b. penyaluran Dana Kampung;

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarar
Dana Kampung;

d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat Daerah kabupaten;

e. sisa Dana Kampung di RKK; dan

f. pencapaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 23

(1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan
untuk menghindari keterlambatan penysluran Dana
Kampung tahap I.




(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan
peraturan bupati sebagasimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Kampung mieminta bupati untuk melakukan
percepatan penetapan peraturan bupati mengenaitata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung
setiap Kampung.

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Kampung dapat berkoordinasi dengan  bupati
dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Kampung sctiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Kampung dari
RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk
memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengafi
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan
laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf ¢ dan hurufd
dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran
Dana Kampung tahun angpgaran berikutnya.

(2) Dalamm  hal Dbupati terlambat dan/atau tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala KPPN selaltu KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Kampung dapat meminta kepada bupati
untuk melakukan percepatan penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik  dan
Dana Kampung dapat berkoordinasi dengan  bupati
untuk proses percepatan penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Pemantauan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan
untuk mengetahui besaran Dana Kampung tahun
anggaran sebelumnya yang belum digunakan olch
Kampung.



(2) Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana
Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan wuntuk
mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai
Dana Kampung.

Pasal 28

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Kampung melakukan evaluasi, terhadap:

a. Data jumlah Kampung, dan penghitungan pembagian
dan penetapan  rincian Dana Kampung setiap
Kampung oleh Daerah kabupaten/kota;dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Kampung.

Pasal 29

(1) Evaluasi  terhadap data jumlah Kampung,dan
penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana
Kampung setiap Kampung oleh Daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasul 28 huruf a
dilakukan untuk memastikan data jumlah Kampung,
dan pembagian Dana Kampung setiap Kampung
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah
Kampung, dan penghitungan pembagian dan penetapan
rincian Dana Kampung setiap Kampung oleh Daerah
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Kampung meminta bupati untuk melakukan
perubahan peraturan bupati mengenai  tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung
setiap Kampung.

(3) Perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku
KPAPenyaluran DAX Fisik dan Dana Kampung.

(4) Penyampaian perubahan peraturan bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap Il atau
tahap |II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (4) huruf catau ayat (5) huruf b.




Pasal 30

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk
mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan,
dan capaian keluaran Dana Kampung.

(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Kanipung belum memenuhi ketentuan, Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Kampung dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi
kepada Bupati.

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas -
a. sisa Dana Kampung di RKK; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Kampung.

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud
huruf a terdapat sisa Dana Kampung di RKK, bupati :

a. meminta penjelasan kepada kepala Kampung
mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut;
dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

Pasal 32

(1) Dalam hal kepala Kampung melakukan
penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan
sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan
penghentian penyaluran Dana Kampung tahun
anggaran  berjalan  dan/jatau tahun anggaran

berikutnya
(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan
penjelasan status hukum kepala Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan
lembaga penegak hukum terkait.

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan
lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), status hukum kepala Kampung ditetapkan
Sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan
penghentian  penyaluran Dana Kampung tahun
anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran
berikutnya.

(4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.




(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan sctelah Dana Kampung tahun
anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3} mulai
dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I
tahun anggaran berikutnya

Pasal 33

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana

Kampung yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) setelah
menerima:

a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum
tersangka; atau

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, atas kepala Kampung yang melakukan
penyalahgunaan pengeloiaan Dana Kampung
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32

c. Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau
pemulihan status hukum tersangka atau putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan
penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum
atau lembaga peradilan.

BAB V
SANKSI

Pasal 34

(1) Bupati menyampaikan permintaan penundaan penyaluran
Dana Kampung kepada Kepala KPPN sebagai KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2) dari
Kepala Kampung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran;

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun
anggaran sebelumnya

(8) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang

akan disalurkan pada tahap lI, penyaluran Dana Kampung
tahap 1I tidak dilakukan.




(4) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah tetjadi
penyimpangan penyalaran dan/atau penggunaan Dana
Kampung.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ()
disarnpaikan kepada bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Kampung sesuai dengan waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(7) Bupati dapat meminta penyaluran kembali Dana Kampung
yang ditunda dalam hal:
a.Dokumen  persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasa ayat (1) huruf a telah diterima;
b.terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan

dari aparat pengawas {ungsional daerah.

Pasal 35

(8) Dalam hal penundaan penyaluran DPana Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a
dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke
RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.

(9) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

Pasal 34

(1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),
dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran
Dana Kampung tahap IlI tahun anggaran berjalan.

(2) Pemerintah Kampung berstatus Kampﬁng mandiri yang
tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan
BLT Kampung sebagsimana dimaksud dalamm Pasal 17
ayat (3}, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana
Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana
Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun
anggaran berikutnya;




Diundangkandi SERUI

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Kampung khusus /musyawarah insidentii tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang
memenuhi kriteria.

(4) HasiL musyawarah Karmpung khusus/musyawaraih
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dalam peraturan kepala kampung yang diketahui oleh
PemerintahDaerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Peraturan kepaia kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepacda Kepala KPPNselaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebagai syarat
penyaluran Dana Kampung tahap IlI atau tahap II bagi
Kampung dengan status Kampung Mandiri.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian

dan Penetapan Rincian Dana Kampung pada sectiap Kampung
di Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Yapen Tahun 2020 Nomor 03) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannyadalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Yapen

Ditetapkan di Serul
o) \fffg':?fﬁg 29 Mei 2020

pada tanggal 29 Mei 2020

BERITA DAE

AH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 12




-

Lampiran Peraturan Bupali Kepulauan Yapen

Nomor

: 12 TAHUN 2020
Tanggal : 29 MEI 2020

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Peretapen Rincian Dana Kampung pada Setiap Kampung dfi Kabupaten Kepulauan Yagen

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PERUBAHAN PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN

ANGGARAN 2020
(ribes ruplah)
No. Distk [ NO.URUT |  Nama Kampung Alokasi Dasar WasifhasiDes2 | o\oyagi Afimasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | P49 0ana Kampung
10m per-Kampung

(L) A [ [ L] o ) » ) (111 () # (1) + (% + (19)
1 |Yapen Setatan 1 |SewiLaut 651,999,000 | Teringgal < 146,243,000 800,242,000
2 Banawa 651,949,000 | Feringgat - 221,247,000 §773,246,000
3 Turu 651,999,000 |Terlinggal 131,625,060 783,624,000
4 [Pasir Hitam 651,999,000 |Sangat Testinggal - 243,089,000 895,038,000
5 Pasir Putih 651,949,000 |Berkembang - 206,685,000 860,644,000
6 |Manaiai 651,999,000 | Testinggal 115,391,000 767,990,000
7 |imandoa 651,995,000 | Tertnggal 86,176,000 738,175,000
8 |Barawakap 651,990,000 | Tedinggal . 154,077,000 805,076,000
9 [Eawal 651,999,000 | Tertinggal - 172,117,060 825,116,000
W [Wundavigh 91,999,000 | Tenngga R . 123,850,500 775 349,000
2 |Yapen Barat 11 |webi 651,999,000 {Berkembang - 416,750,000 1,068,745,000
12 |Papuama 651,299,000 | Tertinggal 181,534,000 669,532,000 1,443,225,000
13 |Kairawi 651,999,000 | Tedinggai 131,634,000 292,130,000 1,126,363,000
14 Natabui 651,999,600 [Sangat Ternsgyat - 405,176,000 1,057, 175,000
15 |Warabori 651,999,000 | Tortinggal - 213,945,000 664,945,000
16 |Winoni 651,999,000 | Tertinggal 181,634,000 581,747,000 1,415,380,000
17 |Sasawa £61,959,000 [Sangat Taninggal . . 124,438 000 776,435,000
1% |nowa 69,999,000 |Terurggat - - 263,102,000 915,101,000
19 [Manid 651,699,000 |Sangal Tedinggal 363,269,000 = 360,376,000 1,375,644,000
20 |Nulwiora 651,999,000 |Berkamtang - - 208,257 000 861,236,000
21 |Yenusi Murau 651,999,000 | Tertinggl < 237,310,000 889,309,000
22 |Marau 651,959,000 ( Tertinggal = 5 241,492,000 843,491,000
23 Towela 651,999,000 |Sangat Tedinggal - 222,774,000 874,773,000
24 |Woiwani 651,999,000 |sangat Teringgal 363,269,000 = 347,342,000 1,362,010,000
25 |Yaror 851,969,000 | Teninggal = 2 = 247,058,000 899,057,000
% |Naei 857,595,000 | Teningga 120,444 000 802,443,000
3 |Yapen Timur 27 |Korombooi 651,949,000 | Tertinggal 144,096,000 165,100,000 961,195,000
28 [Dawai 651,956,000 |Beraumbang - s 32,041,000 881,040,000
29 |wabo 651,999,000 |Serkembany - 134,358,000 786,387,000
30 Nuncembai 851,999,000 |Tertizigual 131,395,002 783,394,000
31 |Nunsian 651,999,000 | Teniggal 385,252,000 1,037,251,000
32 |Woinsupi 651,999,000 | Tertingga - 171,398,000 823,397,000
33 |Awunawai 651,49¢,000 |Berkembang ) 223,245 500 875,248,000
M Maenn 51,999,000 {Teninggat - 0,305,000 732,304,000
35 Wabompi 651,999,000 |Sangat Teninggal - - 82,141,000 734,140,000
3%  |Duai 651,909,000 | Tertingaal 3 144,096,000 162,719,000 458,814,000
37 [Sere Sere 651,399,000 | Tertinggal 144,096,000 186,002,000 962,097,000
4 |A 38 [Menawi 651,997,000 |Berkembang . 303,647,000 1,005,826,000
39 |Wadapi 651,999,000 | Tertinggal . 152,437,000 844,436,000
40 |Kainuil 651,993,000 [Sangat Teringgal - 5 202,856,000 854,858,000
a1 [Aitid 651,999,000 [ Tertinggat - 225,301,000 /7,300,000
8 Wawai 691,999,000 [Benemuang 144,090,000 100,045 500 946,190,000
43 |Roipi 51,449,000 |Sangat Ternggal : 239,406,006 891,407,000
44 Ransamoni 651,949,000 |Tertinggal - ?'lfv.'dﬂ)(} 867,913,000
45 |Kainui Il £51,959,000 | Tarinpgal 2 s 229,864,000 881,863,000
46 [wanampompl 651,999,000 |Sangat Tertiggal - E 133,234,000 705,233,000
47 |Mananayam €51,999,000 |Vertinggal 144,096,000 114,672,000 10,767,000
48 [Roipi Dua 651,999,000 | Tertinggal 5 13,532,000 790,532,000
5 |Poom 40 |Poomi 651,959,000 | Tertinggal s 222,525,000 874,524,000
50 |Serewen 51,999,000 | Teninggat 3 173,307,000 825,306,000
51 |Poom Il 651,996,000 | Tertinggal 551,573,000 1,213,572,000
52 |Mokioan 651,995,000 | Tertinggal 114,500,000 766,499,000
53 |Radisi 651,999,000 |Tertinggal | E - 186,178,000 536,177,000
54 |warioi 651,599,000 | Tavtioggal | s - 121,017,000 773,016,000
55 Humbe Awai 651,999,000 | Teringgal - 152,415,000 804,414,000
56 |Nurawi 651,999,000 | Tertinggal . : 129,901,000 781,900,000
6 |Kosiwo 57 Kamanap 651,999,000 |Tertinggal - - 115,323,000 767,322 00C
5% Aomatea 651,999,000 |Peneritang - - 134,438 000 T8H,457,000
59 [Maria Rotu 651,999,000 | Tertinggal ) 144,096,000 136,052,000 432,147,00G
_' 60 |Kanawa 651,999,000 [Sangat Tertinggal - - 114,137,000 766,136,000
61 |Tati 651,999,000 |berkembang = » 228,627,000 860,626,000
62 Arfepl 651,999,000 (Tortinggal - 90,585,000 742,564,000
63 |Sarawandori 657,999,000 [1ertinggol - 87,260,000 739,259,000
64 Ambaidiru 651,999,000 |Sangat Tertinggal - - 198,098,000 850,097,600
65  [Mambo 661,995,000 | Tectinggal 173,307,200 716,308,000
66 |Manainin 561,999,000 |Hemeniang : 112,045,000 764,045,000
67 Numaman 651,999,000 [Serkembang 144,056,000 145,159,000 $41,254,000
68 Ramangkurani 651,999,000 |Serembang - 206,108,000 858,107,000
69 Sarawaiori Dua 851,999,000 |Berkembang 140,147,000 792,146,000
70 [Arepi Dua 651,999,000 [Geikembang 130,304,000 762,303,000
Al Panduami 651,959,000 [Sangat Tertingyal - - 120,677,000 772,676,000
7 |Yapen Utara 72 Tindaret 651,999,000 [Sangat Tertingg ¥ - 214,486,000 866,485,000
73 Yobi 651,599,000 | Teringgal 204,523 000 856,522,000




No. Distrik NO.URUT Nama Kampung Alokasi Dasar Klasiag bura Alckasi Afirmasi Algkasi Kinerja Alokasi Formula | P294 Dana Kampung
LM per-Kampung
(U] g 3 [ &) L @ 5 fif (11 (5] + (B) + 9) + (1)
74 Sambrawai 651,958,000 |Sangat l;nw.ggat' - - 206,933,060 858,932,000
75 |Kinyou 651,993,000 | Tertingoat E . 209,129,000 861,126,000
76 Soromasen 651,999,000 | Teningpal s 158,258,000 810,257,000
77 Roswari 651,949,000 ! Tertinggal - - 216,079,000 868,078 000
78 Doreimanona 661,999,000 [Sangat Tertinggal - - 153,430,000 805,429,000
8 |Raimbawi 79 Waindu 651,899,000 | Tertinggal - - 208,572,000 858,578,000
80 Barawai 661,999,000 | Tertingyal - - 165,733,000 817,738,000
81 Woda 651,599,000 |Berkembang - 144,096,000 162,306,600 958,395,000
82 |Kororcmpul 651,999,000 |Tertinggal 2 144,096,000 192,637,000 568,732,000
83 |Asau 661,943 000 | Leninggz - i, 0150, 100 420,554 000 G16,049,000
84 Sewenui 651,959,000 | Tervrgpal - - 156,520,000 818,519,000
85 Sawerdui 651,999,000 | Tertinggal - 144,428,000 796,427,000
9 | Teluk Ampimoi 86 Randawaya 651,999,000 !Tertingyal - - 215,653,000 871,652,000
87 Warironi 651,994,000 | Tertinggal 181,534,600 - 298,465,000 1,132,096,000
88 [Amnpimoi 651,993,000 Tef!ingqgi 181,534,000 - 201,661,000 1,135,314,000
89 Waita 651,899,000 [Teringgal - - 243,055,000 895,054,000
90 Ayari 651,998,600 |Tartingoal 181,634,000 - 269,179,000 1,102,803,000
9% |Kowap €51,999,000 )1 eninggah . . 168,749,000 820,748,000
92 ‘Wabuayar 651,994,000 {Tertinggal - - 150,000,000 801,996,000
93 Tarel 651,999,000 [Sanqat Tertingga! . - 162,341,000 814,640,000
o Bareraii 651,999,000 |Sangat Tertingyal - - 119,865,000 771,864,000
55 Arareni €51,598,000 1Sangat Tertinggal . - 131,690 0U0 783,289,000
96 Siromi 651,924,000 | Tertinggal - 144,046,000 169,827,000 985,922,000
10 [Kepulauan Ambai 97 Amibai | 651,999,000 [Sangat Tertinggai - - 222,341,000 874,380,000
98 Saweru 651,999,000 |Sangal Teriggal - - 180,131,500 832,130,000
] Kawipi €51 999,000 | Teninggat - - 184,309, W00 36,908,000
100 |[wamon 651,999,000 |Sangat Teringoal - : 196,913,000 850,918,000
101 |Adiwipl 651,999,000 |Sangat Terting:jal : . 178,858,000 830,857,000
102 |Umani £51,999,000 }Sangal Tetunggal - - 9,473,000 861,472,000 |
103 |Ambai i 651,599,000 [Sangat Terugaal : T ae.0e6,000 621,045,000
104  [Mambawi 651,999,000 |Sarygat Teringgal - - 143,274 000 796,273,000
105 |Baisore 551,959,000 |Sangat Tesoval - : 161,785,000 813,784,000
106 Rondepi 651,999,000 |Sangat Tetinagal - - 219,006,000 871,005,600
07 [Doaw 651,999,000 |Sangal Y ennggal 5 S 16,979,000 813,928,000
108 |Perea 551,099,000 | Sangat Tedingyal : : 135,851,000 767,830,000
109 limboriawa 651,899,000 [Sangat Tertinggai - - 157,7C0.C00 809,699,000
110 |Bairei 651,999,000 {Sangat Tesinggai - - 126,966,G00 781,465,000
11 Alwarzaggani 651,999,000 [Sangat Tertiggal - - 171,991,000 823,990,000
112 Toioa 651,999,000 |Sangat Tertinggal - - 104,666,000 816,665,000
113 [Nuniandei 651,999,000 [Sangat Teitingg - = 138,802,000 791,601,000
114 Marawi GSLHQ‘L‘,G‘&?WIQM Teitwgel - - 140,058,000 792,057,000
11 |Wonawa 15 ‘oo 651,999,000 JTeningyad - 44 020, D00 20, TA3 00 4,017,808,000
116 Woinap 651,999,000 | Tertinggal - - 233,317.000 885,816,000
117 |Aibondeni 651,999,000 | Tertinggal - - 159,291,000 811,240,000
118 |Kananl 651,999,000 {Tertingyal . P 208,747,000 860,746,000
119 [Dumani 651,999,000 tSangat Tertinggal - 252,290,609 904,289,000
120 [Karemoni 651,999,000 | Sangat Tertiggal - - 268,404,000 940,483,000
121 [Haihorei 651,999,000 | Tertingoal < E 308,454,000 960,453,000
122 Rembal 651,909,000 |Tedingga! - - 26,630,060 878,629,000
123 Jamaria 51,999,000 |Sanga Tentingya - - ‘-46.3(37,‘.‘(:2_ 798,365,000
124 |Awada 651,999,000 |Sangat Terlinggal - = 156,879,006 803,878,000
12 |Windesi 125  |Kaonda 651,999,000 | Sangat Tertinggal - - 129,744,000 781,743,000
126 |Windesi 651,999,000 [Tertinggal - - 167,300,600 639,249,000
127 Munggui 651,999,000 [Sangat Tertinggal - - 172,847, 0x) 24,846,000
128 Karawi 651,999,000 |Sangat Tertinggal - - 229,282,000 881,281,000
129 Asai 651,949,000 [Sangat Terlingual - - 164,406, (00 816,407,000
T 130 Rosbori 651,999,000 [Berkembay - - 123,044,000 175,083,000
131 Waisani 651,999,000 | Sangat Terirggal 303,260,000 - 256,627,000 1,274,535,000
132 |Saruiman 651,994,000 |Sangat Teingga - - 160,760,000 812,759,000
133 |Aryobu 651,994,000 | Teningoal - - 130,580,000 782,579,000
13 |Pulau Kurudu i34 Kaipuni 631,999,000 | Sangat Tertngaal - - 143,437,000 800,485,000
135 Uareianmini 651,949,000 {Sangat Tertinggal - - 138,021,600 790,020,600
136 |Andersaria 651,999,000 {Sangat Tertingyal - - 158,736,000 810,735,000
137 |Kurudu 651,399,000 |Tertiiggel . - 121,708,000 772,707,000
138 |Kirimbri 651,999,000 |Sangat Tertinggal - - 147,276,000 799,275,000
133 |Manusundu £51,999,000 | Yeninguat - - 67,29, (R0 842,210,000
140 |Mnukwar 651,209,000 |Tertinggal - - 98,459 (0% 751,458,000
141 [Mansesi 651,999,000 | Tertinggal - - 125,518 000 777,917,000
14 [Pulau Yerui 142 |Miosnum 651,998,000 | Tertinggai - - 112,215,000 764,214,000
143 [Jeniad 651,999,000 |Tertinggal - “ 113,935,000 765,934,000 |
144 |Umpeki 651,999,000 |Teningaal - - 93,023,000 745,027,000
145 |Ausem 651,999,000 | Tertingyal . : 48,666,000 760,665,000
146 Yeiluarau 651,999,000 iTentinggal - 144,066,000 111,740,000 507,835,000
45 |Anctaured 147 ket Agi 651 999,000 | Tentingg b - . 109,750,000 767,769,000
148 |Mariaden 651,549,000 |Serhemtang - - 175,516,060 827,509,000
149 |Yapan 651,994,000 | Tertiggal " « 242,335,000 894,334,000
150 |Manteaibu 651,999,000 [Sangat Tertinggal - . 129,165,100 781,165,000
151 [Famboaman 631,995,000 [T artinggal - = 168,674,000 620,672,000
152 Kandowarira 651,949,000 | Tedinggal - 114,211,000 766,210,000
153 |warad 651,999,000 | Tertinggal - - 176,196,000 824,198,000
16 |Yawakukat 154 |Kontinuai 651,999,000 | Tertinogal - 144,096,000 168,566,000 964,683,000
155 |Wonwon £91,999,000 | Tentinggat - 144,090,000 122,637,000 928,732,000
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156  [Sanayuka 651,999,000 |Tertingg 148,674,090 801,673,000
157 |Rambai 051,998,000 | Teningga 191,077,000 843,076,000
150 | Yafanani 651 999,000 | Tertinggal 133,831,000 785,830,000
159 Boral €51,599,000 | Tertingyal 162,732,000 958,827,000
160 Kabuaena 651,946,000 | Teningyal 188,295,000 840,294,000
Total 104,315,840,600 29,915,26€,000 { 138,720,355,000
rdl
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